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RINGKASAN

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERANAN JASA PEDAGANG PERANTARA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
SEPEDA MOTOR PADA PERSATUAN DAGANG SEPEDA MOTOR (PDSM)
JEMBER”, ini akan meninjau terhadap beberapa permasalahan
yang selama ini ada kaitannya dengan peranan pedagang
perantara sepeda motor. Permasalahan yang akan dibahas di
dalam skripsi ini meliputi fungsi pedagang perantara
sepeda motor sebagai suatu kegiatan bisnis dalam
kehidupan sehari-hari, status hukum yang mengatur dan
melindungi pedagang perantara dan akibat hukum yang
timbul dalam lalu lintas jual beli sepeda motor melalui
pedagang perantara.

Tujuan yang diharapkan dari pembahasan permasalahan
mengenai peranan jasa pedagang perantara itu adalah untuk
dapat mengetahui fungsi pedagang perantara dalam
kehidupan sehari-hari, untuk mengetahui status hukum
serta akibat hukum vyang ditimbulkan dari jasa yang
diberika oleh pedagang perantara dalam jual beli sepeda
motor. Adapun metode pengumpulai data yang digunakan
dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan
wawancara secara bebas terpimpin terhadap pengurus yang
aktif dalam Persatuan Dagang Sepeda Motor (PDSM) di
Jember dan orang-orang yang selama ini menggunakan jasa
pedagang perantara dalam hal jual beli sepeda motor.
Disamping wawancara, penulis juga mengadakan studi
literatur terhadap bahan-bahan kepustakaan vyang ada

kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi.
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Pembahasan terhadap permasalahan yang ada, dapat
disimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari pedagang
perantara sebagai penghﬁbung antara pihak penjual dan
pembeli. Status hukum yang mengatur dan melindungi
pedagang perantara tidak lepas dari pPerjanjian yang
disepakati Sebelumnya, khususnya ¥Yang diatur dalam
ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata. Akibat hukum yang
timbul dari pemberian jasa pedagang perantara menimbulkan
hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pedagang
Perantara yang bersangkutan.

Mengingat keberadaan pedagang perantara sangat
membantu dalam kegiatan perekonomian masyarakat terutama
dalam ijual beli Sepeda motor, maka perlu diadakannya
instrumen hukum yang mengatur secara jelas mengenai
keberadaan pedagang perantara tersebut. Semua ity perlu
dilakukan untuk menjamin kepastian hukum baik pihak
pedagang perantara ity sendiri maupun pihak-pihak Yang
terlibat didalamnya. Disamping ity juga diperlukan adanya
pembinaan yang dilakukan secara terus menerus terhadap
pedagang perantara agar dalam melaksanakan pPekerjaannya

‘a lebih profesional dap tetap pada jalur hukum yang

ML LI

| MIL'K PERPUSTAKAAN
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kegiatan di bidang ekonomi antara
sesama manusia dalam masyarakat, menyebabkan
bertambahnya volume perbuatan di bidang hukum.
Perbuatan hukum dalam kegiatan ekonomi itu tidak
hanya dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian
tertulis saja, tapi adakalanya dituangkan dalam
bentuk perjanjian tidak tertulis.

Perbuatan hukum vyang sering terjadi dalam
kehidupan sehari-hari itu, diantaranya adalah jual-
beli, sewa menyewa, dan yang lainnya. Khusus untuk
jual beli, hampir setiap manusia mengadakan aktivitas
jual-beli seiring dengan meningkatnya kebutuhan
manusia, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun
kebutuhan tersier.

Jual beli menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu
persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak
yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Praktek jual-beli dalam kehidupan sehari-hari
tidak selalu dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli
secara langsung. Praktek jual-beli adakalanya
melibatkan pedagang perantara atau makelar, seperti
dalam jual-beli sepeda motor, tanah, rumah dan

sebagainya.
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Pedagang perantara atau makelar ini sudah
menjadi fenomena tersendiri dalam lalu lintas bisnis
jual-beli sepeda motor, tanah, rumah dan lainnya.
Walaupun sebutan makelar atau pedagang perantara
dalam ketentuan hukum positif dengan sebutan makelar
dalam kehidupan sehari-hari ada perbedaan. Dalam
ketentuan Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

disebutkan bahwa :

........ seorang pedagang perantara yang
diangkat oleh presiden atau coleh pembesar yang
oleh presiden telah dinyatakan berwenang untuk
3 k. Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan
melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana
termaktub dalam pasal 64, seraya mendapat upahan
atau provisi tertentu, atas amanat dan nama-nama
orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai hubungan
yang tetap. Sebelum diperbolehkan melakukan
pekerjaannya, ia harus disumpah di muka pengadilan
negeri dimana ia termasuk dalam daerah hukumnya,
bahwa ia dengan tulus hati akan menunaikan segala
kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Makelar atau pedagang perantara dalam konteks
ini berbeda dengan keberadaan makelar sebagaimana
yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 62 KUHD.
Perbedaan 1itu terutama pada pengangkatannya dan
pengambilan sumpah. Makelar menurut KUHD  harus
diangkat oleh presiden atau oleh pejabat yvang
ditunjuk atau berwenang untuk itu. Perbedaan lainnya,
dalam ketentuan Pasal 62 KUHD diatur bahwa sebelum
melakukan pekerjaannya seorang makelar harus disumpah
dimuka pengadilan negeri. Makelar atau pedagang
perantara yang ada dalam konteks ini tidak diangkat

dan diambil sumpahnya, melainkan hanya bersifat
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sukarela dan setiap orang bisa melakukannya. Walaupun
dalam beberapa sisi tertentu pengertian makelar atau
pedagang perantara dalam KUHD dengan pengertian
makelar atau pedagang perantara dalam kenyataan
kehidupan sehari-hari yang ada sekarang mempunyai
beberapa kesamaan vyaitu bahwa makelar merupakan
perantara antara pihak penjual dan pihak pembeli
dalam melakukan aktivitas Jjual-beli, dan akan
menerima komisi/provisi apabila ia sukses dalam
melakukan pekerjaannya.

Keberadaan makelar atau pedagang perantara yang
ada sekarang sangat menarik untuk dikaji. Hal itu
dikaitkan dengan keberadaan makelar sebagai instrumen
bisnis yang akan memberikan konstribusi tersendiri
bagi lalu lintas perekonomian yang ada di masyarakat.
Keberadaannya tidak hanya menguntungkan bagi pihak
makelar atau pedagang perantara itu sendiri, tapi
juga sangat membantu baik bagi pihak penjual maupun
pihak pembeli sehingga akan sangat membantu dalam
meningkatkan akselerasi bisnis bagi pihak-pihak yang
membutuhkan jasanya dalam melakukan transaksi jual-
beli dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun perlu
disadari bahwa keberadaan makelar atau pedagang
perantara inli memerlukan pengkajian vyang 1lebih
intensif mengingat belum ada instrumen hukum yang
mengatur secara Jjelas mengenai keberadaan makelar
tersebut. Disamping itu juga hubungan pedagang
perantara atau makelar dengan pihak penjual atau

pihak pembeli kebanyakan hanya bersifat l1isan dan
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ketentuan upahnya atau komisi pun tidak bersifat baku
tapi didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang ada

dalam lingkungan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Apa fungsi pedagang perantara sepeda motor sebagai
suatu kegiatan bisnis dalam kehidupan sehari-hari 2
2. Bagaimana status hukum yvang mengatur dan
melindungi pedagang perantara dalam lalu lintas
jual beli sepeda motor ?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dalam lalu
lintas jual-beli sepeda motor melalui pedagang

perantara ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang
terbagi menjadi 2 (dua), vaitu

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penyusunan
skripsi ini adalah :

1. untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar
Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas
Jember.

2. sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah,
praktisi dan akademisi serta masyarakat pada
umumnya, khususnya hukum yang mengatur pedagang

perantara.
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3.untuk dapat menerapkan ilmu hukum yang telah
diperoleh sewaktu belajar di bangku kuliah dalam

rangka kehidupan bermasyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus  vyang hendak dicapai dalam
penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk dapat mengetahui fungsi pedagang perantara
sepeda motor sebagai suatu kegiatan bisnis dalam
kehidupan sehari-hari.

2. untuk dapat mengetahui status hukum yang mengatur
dan melindungi pedagang perantara dalam lalu
lintas jual beli sepeda motor.

3. untuk dapat mengetahui akibat hukum yang
ditimbulkan dalam 1lalu lintas jual beli sepeda

motor melalui pedagang perantara.

1.4 Metodologi

Salah satu unsur dalam penulisan karya ilmiah,
harus mengandung kebenaran yang dapat
dipertanggungjawabkan sehingga karya ilmiah tersebut
dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya.
Kebenaran itu dapat dibuktikan dengan mengajukan
data-data yang sebenarnya, sehingga suatu tulisan
tersebut mampu menunjukkan sifat ilmiahnya, {(Sutrisno
Hadi, 1983 : 17).

Penulis menggunakan metode penulisan diatas,
agar penulisan skripsi ini mengandung kebenaran yang

dapat dipertanggungjawaban dengan mengajukan bukti-
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bukti vyang ada yakni data-data yang sebenarnya
dikarenakan skripsi ini bersifat suatu penelitian.
Langka awal penulis memulai penulisan ini yaitu
penulis melakukan suatu langka pendekatan 1lapangan
melalui metode pendekatan yang dipercleh dari suatu
gambaran praktis tentang keberadaan pedagang
perantara khususnya peranan jasa pedagang perantara
sepeda motor yang ada di Jember yang tergabung dalam
PDSM Jember. Adapun langka berikutnya yaitu melakukan
metode pendekatan teoritis vyang maksudnya untuk
mengetahui dasar-dasar ilmu pengetahuan umumnya
sebagai kerangka teoritis yang didapat dari studi
literatur. Penggabungan antara kerangka teoritis dan
kenyataan praktis yang ada maka ditemukan suatu
pemecahan suatu permasalahan untuk menunjang skripsi
ini yang bersifat penulisan karya ilmiah tersebut dan
akhirnya penulis dalam menyusun skripsi ini
menggunakan metode penulisan, yaitu
1.4.1 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah menggunakan data primer dan data
sekunder.
1.Sumber Data Primer

Data primer adalah data vyang diperoleh secara

langsung dari masyarakat dengan mengadakan

pengamatan atau studi lapangan dengan cara

observasi, untuk mendapatkan data yang aktual pada

ocbyek penelitian, (Mardalis, 1993 : 64).

Dalam kaitannya dengan skripsi 1ini, penulis
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B i

mendapatkan data primer 1inli dengan cara melakukan
wawancara dengan pengurus dan anggota pedagang
perantara yang tergabung dalam Persatuan dagang
Sepeda Motor (PDSM) Jember dan pihak-pihak yang
selama 1ini menggunakan jasa pedagang perantara

dalam transaksi jual-beli sepeda motor.

b

.Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan
melakukan penelitian kepustakaan yaitu dari
literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen
yang ada hubungannya dengan obyexk yang
diteliti, (Renny Hanitijo Scemitro, 1988 : 20).
Dalam kaitannya dengan skripsi ini, penulis
mendapatkan data sekunder dengan cara mengumpulkan
bahan kepustakaan yang ada kaitannya dengan peranan
jasa pedagang perantara. Bahan kepustakaan yang ada
kaitannya dengan peranan jasa pedagang perantara
itu berupa tulisan para ahli, peraturan perundang-
undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan informasi vyang
menunjang dalam proses penelitian ini dapat dibedakan
menjadi dua bagian yaitu pengumpulan data dengan
wawancara dan pengumpulan data dengan studi

literatur.
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Wawancara
Wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah
wawancara bebas terpimpin. Dimana dalam melakukan
wawancara bebas terpimpin ini dilakukan dengan cara
mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan
yang disiapkan untuk pengurus dan anggota pedagang
perantara vyang tergabung dalam Persatuan dagang
Sepeda Motor (PDSM) Jember dan pihak-pihak yang
selama ini menggunakan jasa pedagang perantara.
Tapi ketika melakukan wawancara dengan pedagang
perantara dan pihak-pihak vyang terkait itu,
pertanyaan-pertanyaan tersebut masih dimungkinkan
adanya variasi-variasi yang disesuaikan dengan

situasi ketika wawancara, (Mardalis, 1993 : 64).

~Studd Literatur

Studi literatur adalah prosedur pengumpulan data
yang diperoleh dari hasil pemikiran atau karangan
para ahli vyang tersebar dalam literatur atau
kepustakaan, Undang-Undang, putusan-putusan, media
massa lainnya yang berisikan pendapat ahli atau
tokoh masyarakat serta pihak lain yang menunjang
penelitian. Kemudian data tersebut diolah dengan
membandingkan antara unsur teori dan praktek di
dalam masyarakat yang kemudian dipadukan, sehingga
saling menunjang dan memperkuat suatu
penelitian, (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988 : 20).

Dalam kaitannya dengan skripsi ini, penulis
mengadakan studi literatur dengan cara mengumpulkan

tulisan-tulisan para ahli vyang ada hubungannya
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dengan jasa pedagang perantara jual beli sepeda
motor dan mengambil kodifikasi dari peraturan
perundang-undangan hukum perdata di Indonesia yang
bersumber dari peraturan perundang-undangan yang

ada yaitu KUHD dan KUH Perdata.

1.4.32 Analisa Data

Untuk mendapatkan pembahasan vyang benar dan
tepat dalam penyusunan skripsi ini, digunakan cara
induktif yaitu berpijak pada fakta vyang khusus,
kemudian diteliti dan akhirnya ditemukan pemecahan
persoalan {problem solving} yang bersifat
umum, (Mardalis, 1993 : 21).

Secara praktis, analisa data yang digunakan
dalam skripsi ini dilakukan dengan berpijak pada
fenomena yang khusus tentang keberadaan peranan jasa
pedagang perantara sepeda motor yang ada di Jember.
kemudian dikembangkan menjadi suatu hal yang sifatnya
umum  mengenai peranan jasa pedagang perantara
tersebut. Sehingga dari analisa yang dilakukan itu
diharapkan akan memberikan jalan pemecahan yang tepat

terhadap peranan jasa pedagang perantara dalam jual

beli sepeda motor tersebut.
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta _

Fersatuan Dagang Sepeda Motor (PDSM} Jember
didirikan pada 5 September 1975. PDSM Jember ini
tiada lain merupakan perkumpulan para pedagang
perantara atau makelar sepeda motor vyang bergerak
dalam aktivitas jual beli sepeda motor. PDSM Jember,
dalam anggaran dasarnya dijelaskan bahwa sebagai
organisasi vang berdasarkan gotong royong dan
keselamatan bagi pedagang cepeda motor di Jember.

PDSM  Jember berupaya untuk mewujudkan serta
membimbing serta mengawasi pedagang sepeda motor,
menjadl pedagang yang mempunyai rasa tanggungjawab
dan disiplin. Mengingat PDSM merupakan organisasi
para pedagang sepeda motor, PDSM Jember mempunyai
struktur keorganisasian. Susunan kepengurusan PDSM

yang ada di Jember adalah sebagai berikut

Penasehat : H.A. WAHID. GH.
Ketua Umum : Suharyanto
Ketua I : Kusnanto

Ketua II : Bunaeng Arifin
Sekretaris Umum : Suhadak Syafe’i
Sekretaris 1I : Syamsu Hadi
Sekretaris 11 : M. Rochmadi
Bendahara 1 : Soerodjo
Bendahara I1I : Machmud Arifin

10
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Selain susunan kepungurusan diatas, PDSM Jember

juga mempunyai beberapa seksi, diantaranya Seksi
keuangan, seksi pengawasan keuangan, seksi
pengarahan/penertiban, seksi usaha, seksi

kesejahteraan sosial. Sampai penelitian ini dilakukan
pedagang perantara yang tergabung dalam PDSM Jember
sekitar 50 orang.

Dalam prakteknya, para makelar atau pedagang
perantara yang tergabung dalam PDSM Jember bekerja
dengan cara melakukan pendekatan yang baik terhadap
penjual dan pembeli, sehingga pedagang perantara yang
ada di Jember ini bertindak atas nama pembeli atau
atas nama penjual sepeda motor, sampal transaksi jual
beli sepeda motor itu terlaksana hingga selesal.

Pedagang perantara atau makelar dalam melakukan
aktivitasnya berusaha untuk menumbuhkan daya tarik
terhadap penjual maupun pembeli untuk mengadakan
transaksi jual beli sepeda motor tersebut. Dengan
adanya upaya makelar ini, tidak jarang minat menjual
atau membeli sepeda motor semakin kuat.

Menurut pengamatan dan hasil wawancara yang
dilakukan di lapangan, secorang makelar atau pedagang
perantara sepeda motor bertindak atas nama orang
lain, yaitu dapat ditinjau dari dua segil
1. Dari Segi Pembeli.

Salah satu pihak yang dilaksanakan tugasnya oleh
seorang makelar atau pedagang perantara adalah pihak

pembeli. Hubungannya dengan pihak pembeli ini bisa
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dilakukan dengan dua cara yaitu si pembeli vyang
datang sendiri pada pihak pedagang perantara dan
pembell yang didatangi oleh makelar.

Adakalanya seorang pembeli mendatangi pihak
pedagang perantara untuk mencari sepeda motor yang
diminati wuntuk dibelinya. Apabila terjadi hal
sepertli ini, pihak pedagang perantara yang tergabung
pada PDSM Jember dapat menunjukkan kepada pihak
pembeli tersebut untuk memilih ‘stock’ yang ada pada
anggota PDSM Jember. Seandainya persediaan sepeda
motor yang dikehendaki tidak tersedia pada anggota
pedagang perantara yang tergabung dalam PDSM, maka
pedagang perantara mencarikan sepeda motor yang
cocok. Apabila pihak pembeli merasa cocok dan
transaksi jual beli terlaksana, pedagang perantara
mendapatkan komisi atau provisi dari pemilik sepeda
motor yaitu penjual dan sebagian juga diperoleh dari
pihak pembeli.

2. Dari Segi Penjual

Seperti halnya dengan si pembeli, hubungan
antara pedagang perantara dengan pihak penjual juga
dilakukan dengan cara pihak penjual mendatangi
pedagang perantara atau sebaliknya. Seorang penjual
tidak jarang mendatangi pedagang perantara,
dikarenakan penjual tersebut sangat membutuhkan uang
dan penjual menginginkan supaya sepeda motor yang

akan dijualnya cepat laku. Apabila hal ini terjadi,
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harga kendaraan dapat lebih rendah daripada harga di
pasaran.

Jika seorangqg pedagang perantara telah menerima
pesanan pembelian sepeda motor yang akan dijual oleh
penjual tersebut, maka pihak pedagang perantara akan
lebih mudah menjualnya. Jalan 1ini dapat ditempuh
dengan menawarkannya kepada pihak pembeli dan Jika
harga disepakati, maka transaksi jual beli dapat
diselesaikan. Jika kemungkinan tersebut tidak ada,
maka pihak pimpinan pedagang perantara yaitu PDSM
Jember akan membeli terlebih dahulu sepeda motor
tersebut untuk kemudian diperbaiki. Dengan demikian
pihak pedagang perantara akan memperoleh laba yang
lebih tinggi dari pada hanya menjualkan atau
membelikan saja.

Jika seorang penjual mendatangi pedagang
perantara, maka biasanya sepeda motor Yyang akan
dijual 1itu dibawa oleh beberapa orang pedagang
perantara. Hal itu dilakukan dengan alasan untuk
menunjukkan kepada pihak pembeli, tetapi sebenarnya
untuk mengecek kebaikan dan kemulusan sepeda motor
untuk menentukan harga yang proporsional.

Dalam hal menjualkan sepeda motor dari penjual
yang mendatangi pihak pedagang perantara, jika
pedagang perantara bisa menjual sepeda motor 1itu
dengan harga yang disepakati maka dia akan
mendapatkan komisi dari dua belah pihak yaitu dari
pihak penjual dan pihak pembeli.
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Hasil pengamatan di atas, dapat dikatakan bahwa
pedagang perantara merupakan sarana bisnis vyang
dilakukan oleh banyak orang. Ada yang menekuni dunia
pedagang perantara sebagai mata pencaharian
tambahan, tapi ada juga yang menekuni dunia pedagang
perantara sebagali profesi utama. Terlepas dari
kenyataan itu, pedagang perantara ternyata merupakan
lapangan bisnis yang kurang mendapatkan perhatian
dunia akademisi. Lapangan bisnis yang dilakukan oleh

pedagang perantara merasa cukup menarik untuk

ditelitd.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum vyang dijadikan landasan dalam
membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini

adalah sebagai berikut

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

berbunyi

Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana
pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan
suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar
harga yang telah dijanjikan, (Subekti dan
Tjitrosudibio, 1983 : 325).

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yYang
berbunyi

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku
sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
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Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang
berbunyi

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan
mana seorang memberikan kekuasaan pada seorang
lain, yang menerimanya, untuk atas namanya
menyelenggarakan satu urusan.

Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),
yang berbunyi

Tindakan-tindakan para pedagang perantara yang

tidak di angkat seperti di atas, tak melahirkan

akibat-akibat hukum yang lebih daripada akibat-

akibat yang timbul dari tiap-tiap persetujuan

pemberian kuasa, (Subekti dan Tijitrosudibio, 198:
39)

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Makelar Menurut KUHD

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Makelar
merupakan pedagang perantara yang diangkat oleh
presiden atau oleh pembesar yang oleh presiden telah
dinyatakan berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan
perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan
sebagaimana termaktub dalam pasal 64. Menurut
ketentuan Pasal 64 KUHD disebutkan bahwa pekerjaan
makelar ialah melakukan penjualan dan pembelian bagi
majikannya akan barang-barang dagangan dan lainnya,
kapal-kapal, andil-andil dalam dana umum dan efek-
efek lainnya, obligasi-obligasi, surat wesel, surat-

surat order dan surat-surat dagang lainnya, pula

untuk menyelenggarakan perdiskontoan, pertanggungan,

perutangan dengan jaminan kapal dan percarteran
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kapal, perutangan wuang atau lainnya, (Subekti dan
Tjitrosudibio, 1983 : 19).

Dengan demikian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang Makelar merupakan seorang perantara antara si
pembeli dan penjual barang. Pekerjaan makelar ialah
mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama, atas
perintah dan atas biaya orang lain. Seorang makelar
harus diangkat oleh pemerintah. Sesudah mendapat
pengangkatan, ia harus disumpah di hadapan Pengadilan
Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal makelar
tersebut, (R. Susanto, 1982 : 22).

Seorang makelar bertindak sebagal pesuruh deng
hak perwakilan, tetapl makelar tidak boleh mempuny:
hubungan kerja yang tetap dengan orang yang
menyuruhnya. Seorang makelar bertindak atas nama
mereka vyang menyuruhnya, dengan perkataan 1lain ia
menyiapkan perjanjian oleh kedua belah pihak sendiri.
Seseorang hanya dapat menjadi makelar untuk satu
macam barang saja, misalnya makelar semen. Makelar
untuk beberapa barang atau untuk segala macam barang
dapat juga asalkan dinyatakan dengan tegas dalam akta
pengangkatannya, (R. Susanto, 1982 : 24}).

Hasil dari pekerjaan itu seorang makelar
mempercleh upah atau provisi tertentu, atas amanat
dan nama-nama orang-orang dengan siapa ia tak
mempunyai hubungan yang tetap. Sebelum diperbolehkan
seorang makelar harus disumpah di muka pengadilan

negeri dimana ia termasuk dalam daerah hukumnya.
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Pegambilan sumpah terhadap makelar diatur dalam
ketentuan Pasal 62 KUHD. Dimana, maksud pengambilan
sumpah itu adalah untuk menyatakan bahwa ia dengan
tulus hati akan menunaikan segala kewajiban vyang
dibebankan kepadanya.

Jadi pengertian makelar vyang ada dalam KUHD
sifatnya normatif, dimana seiring dengan perkembangan
jaman yang ada sudah banyak mengalami perubahan. Hal
itu tentunya disesuaikan dengan tuntutan kebutuha:
dalam dunia perekonomian yang semakin hari, semakin
meningkat dan membutuhkan instrumen yuridis vyang
fleksibel, tidak berbelit-belit dan menunjang

kelancaran usaha 1tu sendiri.

2.3.2 Pengertian Makelar Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari,
pengertian makelar atau pedagang perantara sudah
bergeser dari pengertian yang ada dalam KUHD. Bukan
saja cara pengangkatannya yang berbeda, tapi juga
wilayah dan lapangan usaha yang ditekuninya. Banyak
lapangan usaha yang melibatkan jasa makelar atau
pedagang perantara misalnya jual beli tanah, rumah,
sepeda motor , mobil dan sebagainva.

Di samping itu juga pengertian makelar,
khususnya dalam lapangan usaha jual beli sepeda motor
dapat dikatakan sebagai perantara bebas. Dimana
perantara dalam jual beli sepeda motor ini kadang-

kadang mempunyai kedudukan sebagail komisioner.
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Walaupun antara komisioner yang ada dalam KUHD dengan
pengertian makelar vyang ada sekarang ada beberapa
perbedaan.

Makelar yang ada dalam pengertian masyarakat
saat ini, merupakan orang yang menghubungkan pihak
penjual dan pembeli dalam rangka transaksi bisnis,
dimana atas jasanya diberikan komisi atau upah.
Pengertian makelar seperti itu juga berlaku bagi
makelar yang bergerak dalam lapangan usaha jual beli
sepeda motor, (M. Ridwan, 1994 : 45).

Keberadaan makelar yang ada di Jember 1lebih
mendekati sebagai komisioner, dimana komisioner itu
sendiri merupakan seorang yang menyelenggarakan
perusahaannya dengan melakukan perbuatan persetujuan
atas nama dia sendiri, tetapi atas amanat dan
tanggqungan orang lain dan dengan menerima upah atau
provisi tertentu. Dalam melakukan tugasnya, tidak
diwajibkan kepada seorang komisioner untuk
menyebutkan pihak prinsipal. Karena itu pihak ketiga
tidak punya ‘cause of action’ dengan pihak prinsipal.
Jika ada ‘claim’, pihak ketiga hanya dapat
mengajukannya kepada komisioner tersebut, (Munir
Fuady, 21997 = .58 5

2.3.3 Hak dan Kewajiban Makelar Bagi penjual dan
Pembeli

Makelar atau pedagang perantara dalam melakukan

aktivitasnya tidak lepas dari hubungan hukum yang
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dilakukan, baik itu dengan pihak penjual maupun
pembeli atau bahkan dengan sesama makelar itu
sendiri. Hubungan hukum yang dimaksud adalah tentang
adanya perjanjlian yang diadakan antara pihak-pihak
yang berkaitan.

perjanjian vyang disepakati itu menimbulkan
konsekuensi-konsekuensi tersendiri bagi pihak
makelar. Konsekuensi 1itu berupa hak dan kewajiban
yang harus dilakukan, yakni berhak atas komisi/upah
atas jasa yang dilakukan dan juga berkewajiban untuk
menjaga keutuhan barang pemberi kuasa, (Lukman Hakim,

1992 : 28595
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Fungsi Pedagang Perantara Sepeda Motor Sebagai
Suatu Kegiatan Bisnis Dalam Kehidupan Sehari-
hari.

Fedagang perantara sepeda motor merupakan suatu
aktivitas bisnis yang sangat membantu, baik bagi
pihak penjual maupun bagi pihak pembeli. Seperti
dituturkan oleh Ketua PDSM Jember, Suharyanto yang
mengatakan bahwa FPedagang perantara berfunagsi sebagai
penghubung dengan pihak penjual atau pihak pembeli.
Dengan pihak pembeli, seorang pedagang perantara
berfungsi sebagai orang yang mencarikan sepeda motor
yang cocok untuk dibelinya.

Baik pihak penjual, pedagang perantara ini
sangat membantu kelancaran pihak penjual sepeda motor
apalagl bagi mereka yang segera membutuhkan uang. Hal
itu seperti yang dialami oleh Gunawan, orang yang
menjual sepeda motor Merk Yamaha RX King tahun 1995
melalui pedagang perantara yang mengatakan bahwa
pedagang perantara sangat membantu bagi pihak penjual
dalam membantu kelancaran penjualan sepeda motor,
apalagi bagi mereka yang mendesak membutuhkan uang.

Dalam bertindak sebagai penjual atau sebagai

pembeli, seorang perantara bertindak tanpa adanya

pengangkatan resmi dan penyumpahan seperti halnya

yang diatur dalam KUHD. Pedagang perantara juga
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menghubungkan pemberi kuasa dengan pihak ketiga,
walaupun biasanya pedagang perantara mengatasnamakan
dirinya sendiri. Keberadaan pedagang perantara yang
ada di Jember lebih dekat dikatakan sebagal
komisioner, karena pedagang perantara ini bertindak
atas namanya sendiri. Dimana komisioner ini bertindak
atas perintah dan tanggqungan orang lain dan untuk
tindakan itu ia menerima upah atau provisi (Pasal 76

KUHD) .

Berhubung dengan tindakan atas namanya sendiri,

dalam KUHD dijelaskan bahwa komisioner tidak
diwajibkan menerangkan namanya orang yang
menyuruhnya(principal). Disamping 1itu juga seorang

komisioner dapat berbuat seolah-olah ia sendiri yang
berkepentingan, sehingga dengan demikian ia secara
langsung terikat pada pihak lawannya, baik itu pihak
penjual maupun pihak pembeli.

Ketentuan 1ini diperkuat oleh ketentuan dalam
pasal 78 KUHD. Baik principal maupun pihak yang lain
tidak berhak wuntuk saling menuntut. Akan tetapi
apabila komisioner bertindak atas namanya principal,
hak dan kewajibannya diatur berdasarkan pemberian
kuasa (lastgeving) dan ia tidak diutamakan
{bevoorrecht) (pasal 79 KUHD).

Komisioner mempunyai beberapa hak utama yakni
1. hak mendahului atas barang-barang yang

diserahkannya untuk dijual atau atas barang-barang

yang telah dibeli (bevoorrecht op de goederen),
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menurut Fasal 80 KUHD:

2. hak menahan (ius retentio). Hak 1ini berdasarkan
ketentuan Fasal 81 KUHD dapat dilakukan atas hasil
penjualan barang, termasuk dalam pasal 80 KUHD,
untuk membayar pada diri sendiri upah yang menjadi
haknya; Hak menahan 1itu dapat pula dilakukan
terhadap barang-barang untuk dijual, untuk mana
harus ditempuh jalan yang ditentukan oleh Pasal 82
dan 83 KUHD.

Dalam dunia makelar yang ada di Jember juga,
hak-hak seperti di atas sering dilakukan. Dimanez
seorang makelar biasanya bilsa menjual sepeda motor
yang dikuasakan dari pihak penjual, tapi dalam
prakteknya tanpa melibatkan penjual. Untuk hak
menahan biasanya sepeda motor vyang dijual melalui
jasa makelar, tapi ternyata pihak penjual tidak bisa
memberikan komisi atau upah yang disepakati

sebelumnya.

3.2 status Hukum Yang Mengatur dan Melindungi
Pedagang Perantara Dalam Lalu Lintas Jual Beli
Sepeda Motor

Keberadaan mengenali status hukum yang mengatur
mengenal pedagang perantara sepeda motor tidak bisa
dipisahkan dari aturan hukum yang mengatur masalah
perjanjian, khususnya mengenai perjanjian jual beli.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata bahwa Jual beli adalah suatu
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persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat
dirinya untuk menverahkan suatu kebendaan, dan pihak
yang lain membayar harga yang telah
dijanjikan, (Subekti dan Tjitrosudibio, 1983 : 325).

Dalam melakukan kegiatan usahanya pedagang
perantara vyang tergabung dalam Persatuan Dagang
Sepeda Motor (PDSM) Jember, baik itu dengan pih.?"
penjual maupun dengan pihak pembeli sela.
menyertakan surat perjanjian jual beli. Hal i:
menurut Ketua PDSEM Jember, Suharyanto dilakukan untu
menjamin kepastian hukum baik bagi pihak penjual
sepeda motor maupun bagl pihak pedagang perantara
yang tergabung dalam PDSM Jember. Surat perjanjian
jual beli juga dibuat untuk mengantisipasi dari hal-
hal yang tidak diinginkan, seperti kemungkinan sepeda
motor hasil curian, sepeda motor orang lain dan
sebagainya. Dengan dibuatnya surat perjanjian jual
beli sepeda motor itu pihak pedagang perantara akan
terhindar dari tuduhan tindakan kriminal.

Surat perjanjian jual beli sepeda motor itu
biasanya dibuat apabila si pedagang perantara sudah
menemukan calon pembeli yang cocok. Pihak pedagang
perantara dalam perjanjian jual beli itu bertindak
sebagai pihak pembeli. Ketika sudah ditemukan pembeli
yang cocok dan sanggup membayar dengan harga yang
disepakati, maka kedua belah pihak membuat surat

perjanjian dengan diketahui oleh Pengurus PDSM

Jember.
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Jadi dalam kenyataannya pedagang perantara yang
ada di Jember bertugas menghubungkan pemberi kuasa
dengan pihak ketiga, walaupun pemberian kuasa kepada
pihak pedagang perantara dilakukan secara lisan.
Setelah mendapatkan kuasa dari pihak penjual,
pedagang perantara itu mencarikan calon pembeli
seolah-olah dia adalah sebagai pihak penjual. Begitu
juga apabila ia mendapatkan kuasa dari pihak pembeli,
maka pihak pedagang perantara mencari sepeda motor
yang cocok dengan keinginan pemberi kuasa seolah-olah
dia sebagail calon pembelinya.

Apabila dicermati secara teliti, maka pedaganc
perantara sepeda motor vyang ada di Jember bils
dikaitkan keberadaannya dalam ketentuan vyang ad
dalam KUHD, maka pedagang perantara itu lebi
mendekati statusnya sebagai komisioner. Karen
pedagang perantara ini bertindak atas namanya
sendiri. Dimana komisioner ini juga bertindak atas
perintah dan tanggungan orang lain dan untuk tindakan
itu ia menerima upah atau provisi (Pasal 76 KUHD).
Berhubung dengan tindakan atas namanya sendiri,
komisioner tidak diwajibkan menerangkan namanya orang
yang menyuruhnya (principal) dan ia dapat berbuat
seolah-olah ia sendiri yang berkepentingan,
(R. Sceryatin, 1980 : 79).

Dalam konteks ini pedagang perantara yang ada
di Jember punya kesamaan dengan apa yang dinamakan

dengan komisioner tersebut. Karena pedagang perantara
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yang ada di Jember juga bertindak dengan
mengatasnamakan diri dengan tidak menerangkan

identitas pihak penjual atau pihak yang akan membeli
sepeda motor.

Ketentuan 1ini diperkuat oleh ketentuan dalam
pasal 78 KUHD. Baik principal maupun pihak yang lain
tidak berhak untuk saling menuntut. Akan tetapi
apabila komisioner bertindak atas namanya principal,
maka menurut ketentuan FPasal 79 KUHD hak dan
kewajibannya diatur berdasarkan pemberian kuasa
(lastgeving) dan 1a tidak diutamakan (bevoorrecht).

Komisioner mempunyal beberapa hak utama yakni
1. hak mendahului atas barang-barang yang

diserahkannya untuk dijual atau atas barang-barang
yang telah dibeli (bevoorrecht op de goederen).
Ketentuan yang mengatur mengenai hak mendahuluil

ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 KUHD.

)

. hak menahan (ius retentio). Hak 1ni berdasarkan
ketentuan Pasal 81 KUHD dapat dilakukan atas hasil
penjualan barang, termasuk dalam pasal 80 KUHD,
untuk membayar pada diri sendiri upah yang menjadi
haknya. hak menahan 1tu dapat pula dilakukan
terhadap barang-barang untuk dijual, untuk mana
harus ditempuh jalan yang ditentukan oleh Pasal 82
dan 83 KUHD.

Apabila dicermati secara teliti, ada beberapa
kesamaan antara pengertian komisioner yang ada dalam

KUHD dengan pengertian makelar yang ada sekarang.
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Persamaan 1itu misalnya, dalam hal tidak adanya
pengangkatan oleh pejabat vyang berwenang, tidak
adanya pengambilan sumpah, komisi/upah dan yang

lainnya, (M. Ridwan, 1994 : 56).

3.3 Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Lalu Lintas Jual
Beli Sepeda Motor Melalui Pedagang Perantara

Seperti kita ketahui bahwa pedagang perantara
bergerak dalam hal 7jual belli sepeda motor. Dimana
pedagang perantara tersebut, dalam melakukan
transaksi jual bell sepeda motor itu berhubungan
antara pihak penjual atau pembeli. Sehingga dengan
demikian dapat dikatakan bahwa aktivitas pedagang
perantara yang bergerak dalam jual beli sepeda motor
merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-
akibat hukum.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan
jual beli sepeda motor itu berupa hak dan kewajiban
yang harus dilakukan cleh seorang pedagang perantara.

Seperti vyang dikatakan oleh Suhadak Syafe’i,
Sekretaris Umum PDSM Jember bahwa pedagang perantara
dalam melakukan Jjual beli sepeda motor mempunyai
beberapa hak. Hak - hak tersebut antara lain
1. Mendapatkan uang jasa.

2. Dapat membatalkan transaksi Jjual beli, jika uang
jasa yang diajukannya tidak disepakati oleh para

pihak yang melakukan transaksi.
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3. Menyaksikan transaksi jual beli sepeda motor
tersebut.

Dalam melakukan perantaraan transaksi jual beli
sepeda motor, maka pedagang perantara berhak untuk
setiap saat meminta uang jasa sesuai dengan
kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.
Kesepakatan itu dilakukan terhadap besar kecilnya
uang jasa dan waktu pembayarannya.

Vang jasa yang diterima pedagang perantara yang
tergabung dalam keanggotaan PDSM Jember menurut
Suharyanto (Ketua Umum PDSM Jember), sifatnya relatif
dan tergantung dari kesepakatan antara pihak pedagang
perantara dengan pihak penjual atau pembeli. Tapi
menurut tradisi yang sering dilakukan oleh anggota
pedagang perantara yang tergabung dalam PDSM Jember
adalah dengan memakali standard sebagai berikut
1.untuk sepeda motor dari tahun keluaran 1975 - 1980

permintaan komisi atau wupah yang Jjadi adalah

sekitar Rp. 10.000,- s/d Rp. 20.000, -

(0]

. untuk sepeda motor keluaran tahun 1980 - 1583
permintaan komisi atau upah vyang jadi, berkisar
antara Rp. 20.000,- s/d Rp. 25.000,+

3. untuk sepeda motor keluaran tahun 1984 - 1987,

permintaan komisi atau upah vyang jadi berkisar

antara Rp. 25.000,- s/d Rp. 32.000,-
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4. untuk sepeda motor keluaran tahun 1988 - 1990,
permintaan komisi atau wupah vang 3jadi, berkisar
antara Rp. 32.000,- s/d 40.0600,6 -

5. untuk sepeda motor keluaran tahun 1991 -1993,
permintaan komisi atau wupah vyang jadi bersikar
antara Rp. 40.000,- s/d Rp. 65.000, -

6. untuk sepeda motor keluaran tahun 1594 - 1995,
permintaan komisi atau upah yang 3jadi berkisar

antara Rp. 65.000,- s/d Rp. 75.000, -

<j

.untuk sepeda motor keluaran tahun 19%& -19%7,
permintaan komisi atau upah yang Jjadi berkisa:
antara Rp. 7%.000,- s/d Rp. 85.000, -

2. untuk sepeda motor keluaran tahun 1998, permintaan
komisi atau wupah vyang Jjadi berkisar antara Rp.
85.000,- s/d Rp. 100.000, -

Ketentuan uang komisi yang telah disebutkan di
atas, sifatnya tidak baku. Hanya merupakan ukuran
minimal yang dianjurkan PDSM terhadap para
anggotanya. Dalam kenyataannya, komisi yang diterima
pedagang perantara Jjauh lebih besar dari apa yang
telah disebutkan di atas. Hal itu tergantung dari
negoisasi dan kesepakatan antara pihak pedagang
perantara dengan pihak penjual atau pembeli sepeda
motor. Disamping itu juga dari keuntungan setiap
penjualan, pedagang perantara dipungut Rp. 5000,00
(lima ribu rupiah) sebagai iuran untuk PDSM Jember.

Jika uang jasa tersebut tidak disepakati oleh
para pihak, baik oleh pihak penjual maupun oleh pihak
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pembeli, maka pedagang perantara dapat membatalkan
transaksi jual beli sepeda motor tersebut. Jika
terjadi sengketa, baik sengketa yang akhirnya
diselesaikan di depan sidang pengadilan maupun diluar
sidang pengadilan, maka pihak pedagang perantara
dapat bertindak sebagai saksi dalam penyelesaian
sengketa tersebut.

Sedangkan mengenai kewajiban yang harus
dilakukan oleh seorang pedagang perantara, Suhadak
Syafe’i Sekretaris Umum FDSM Jember) mengatakan
bahwa seorang pedagang perantara yang tergabung dalan
Fersatuan Dagang Sepeda Motor Jember mempunya
beberapa kewajiban, antara lain sebagai berikut
l.Ikut meneliti kelengkapan surat-surat kendaraan

sepeda motor, seperti BPKB, STNK.

Z2.Menjaga keutuhan sepeda motor, apabila pihak
pedagang perantara membawa sepeda motor yang akan
dijualnya.

3. Ikut menagih uang pembayaran sepeda motor, apabila
pembelian dengan cara angsuran.

4. Apabila pembelian sepeda motor dilakukan dengan
cara kredit, pihak pedagang perantara ikut menahan
surat-surat kendaraan sepeda motor (BPKB), sampai
kredit tersebut terselesaikan.

Jadi, disamping mempunyai hak, pedagang
perantara juga mempunyai beberapa kewajiban yang

harus dilakukan seperti dijelaskan di atas.
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Pedagang perantara wajib memeriksa kelengkapan
surat-surat kendaraan, hal 1ni dimaksudkan untuk
mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Karena tidak jarang sepeda motor yang akan dijual
tidak ada BPKB-nya atau BPKB-nya palsu, dan ternyata
setelah diteliti sepeda motor itu hasil curian.
Sehingga untuk menghindari keterlibatan dari anggota
pedagang perantara dalam tindakan kriminal seperti
penadahan, maka setiap anggqota PDSM Jember yang
melakukan transaksi jual-beli sepeda motor wajib
memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut.

Dalam hal terjadi wanprestasi dalam jual beli
sepeda motor melalui pedagang perantara, maka yang
dijadikan patokan adalah isi dari perjanjian yang
disepakati oleh pihak-pihak vyang terlibat dalam
perjanjian tersebut. Seandainya dalam perjanijian
tersebut misalnya ada “klausula” yang menyatakan
bahwa pihak pedagang perantara harus mengganti
kerugian yang diderita oleh pihak penjual maupun
pembeli karena transaksi jual beli batal, maka
pedagang perantara harus membayar ganti kerugian
tersebut. Menurut penuturan dari Syamsu Hadi
(Sekretaris I PDSM Jember), di dalam Anggaran Rumah
Tangga telah disebutkan bahwa bilamana anggota PDSM
mendapatkan kesulitan dalam hal membeli dan menjual
sepeda motor melalui organisasi tersebut, maka
organisasi tersebut akan ikut berpartisipasi dalam

menyelesaikan kesulitan tersebut bahkan biasanya
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organisasi tersebut akan membantu menggantikan
kerugian yang diderita oleh anggota organisasi
tersebut, tapi apabila anggota organisasi PDSM
mendapatkan kesulitan seperti yang dimaksud diatas
tanpa mwmelalul organisasi tersebut maka organisasi
tersebut akan 1lepas dari pertanggung-jawaban dari
kesulitan vyang dialami anggota organisasi tersebut.
Bahkan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli
sepeda motor melalul pedagang perantara, pedagang
perantara biasanya menarik wvang panjer atau wuwang
tanda jadi lebih dulu. Jika dalam batas waktu yang
disepakati antara pihak pedagang perantara dengarn
pihak pembeli itu, pihak  pembeli tidak bisc
menyelesaikan pembayaran sepeda motor yang dibelinya,
maka secara otomatis uang panjer itu menjadi milik
pihak pedagang perantara. Sehingga pedagang perantara
tersebut dapat menjual sepeda motor tersebut kepada

pihak lain.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Menurut pembahasan yang telah diuraikan di atas

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

Jus

rJ

Dalam kehidupan sehari-hari pedagang perantara
berfungsi sebagal penghubung antara pihak penjual
dengan pihak pembeli, dimana dalam prakteknya
pedagang perantara dapat bertindak sebagai penjual

maupun sebagal pembell sepeda motor.

. 8tatus hukum vyang mengatur keberadaan pedagang

perantara vyang ada dalam kehidupan sehari-hari
tidak lepas dari perjanjian yang ada pada umumnya.
Seorang pedagang perantara akan menjual atau
membell sepeda motor serta akan mendapatkan komisi
atau upah dari pihak penjual atau pembeli
didasarkan dari perjanjian yang telah disepakati
sebelumnya.

Perbuatan hukum vyang ditimbulkan dari aktivitas
yang dilakukan oleh seorang pedagang perantara
akan menimbulkan akibat hukum. Baik bagi pihak
penjual maupun dengan pihak pembeli yang berupa
hak yang akan diterima oleh seorang pedagang
perantara dan kewajiban yang harus dilakukan oleh

pedagang perantara.

32
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4.2 Saran

Saran vyang dapat disumbangkan dalam penulisan

ini, adalah
1. Mengingat keberadaan pedagang perantara sangat
mendukung dalam menciptakan lapangan bisnis bagi
masyarakat, maka perlu ada instrumen hukum yang
mengatur secara Jjelas tentang keberadaan pedagang
perantara. Hal itu perlu dilakukan untuk menjamin
kepastian hukum dari pada pedagang perantara 1itu
sendiri dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
Z. 8Sudah saatnya pemerintah memberikan penertiban
terhadap pedagang perantara, sehingga kegiatannya
bisa terorganisir. Disamping itu juga memberikan
pembinaan secara terus-menerus terhadap para
pedagang perantara agar bekerja lebih professional

dan tetap pada jalur hukum yang ada.
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‘AMA/TEMPAT/DIDIRIKAN.

PERATURAR DASAR P.D.S.M.

Pasal-l.

Ayat. 1.
2.
3
SAS.
Ayat. L.
e
'UIUAN.
Ayat. 1.
2.
3
ISAHA.
Ajat.:iiﬁ

2.
e

4-

"EANGGOTA'AN. -

Ayat.

Organisagi ini di namakan Persatuan Dagang Sepeda Motor (PDSM).
Organisasi ini berkedudukan di kota Jember.

organisesi ini didirikan pada tanggal,5 September 1995.
Pasal"'lln

organisesi ini berdasarkan gotong royong dun keselamatan bagil
pedagang sepeda motor.
Organisasi ini berasaskan memperluas pengetahuan pedagang sepede

motor.
Pasal-111.

Mewu jutkan serta membimbing dan mengawasi pedagang sepeda mr tor
kejalan yang benar dan baik agar nenjadi pedagang yang juju: dar
memiliki budi pekerti yang luhur.

Memberi tuntunan kearah hidup yang sejahtera serta saling tolong
menolong.

Menjunjung tinggi derajat bangsa secara sportif,

Pasal-1V.

3érﬁaéha-mendidik ;;_'j pedagang sepedacmotor agur menjadi pe-
dagang yang disiplin. : :
Mendidik agar menjadi pedagang yang penuh rasa tanggung Jjawab.

Mengadakan hubungan yang balk dengan pedagang sepeds motor lain
daerah. '

Mendidik serts memberikan bimbingan agar menjadi pedagang yang
mencintai nusa dan bangsanya.

Pasgal-V.

Yang dapat diterima menjadi anggota ialah :
a.Pedagang sepeda motor yang berdomisili di daersh Jember,
" Usaha yang sejenis dengan sub.a.

Yang tidak tersangkut G.30.S ( Wajib lapor Yo
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'nnul- VI,

Verpluran ynng Lidak di omunt oabtau Gatuiis daiam pPeuviiraly LALSCr
dun persturen Rumah Tanggn nkan di alur oleh peraturen husug,

Eamnl- V11,
SPRERETS

Angguarosn Duanr dan pernturun/ﬁumaﬂ“%aﬁgga ini{ ~ibunt dah di synhke
oleh rapnt anpgota. ¥ #W.\

[T RS, \,'fn

,uqu \“‘,-\rl 11

P _’4. » /L

Yoy f

o) ‘,/

Dikciu,srrk«ﬂ?x’ dan di tetapkan di Jember

Qndn tnnggﬂl 5 September 1975.
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PERATYRAN S ROMAT TAYGGR ' YWD . s o)

IPEnRUTUSON. Tuanl- 1.

Avat. 1. Pengurus tordiri duri : 1.Penasachat

2.Kctua don wakilnya
3.Sekretaris dan wakilnya
4.Bendahara dan wakilnya
5.8eksil seksi.

:angpota'an, , Pagal- 11.
Ayant. 1. Anggotn blasa hak menerima suara dan bersuara (memilih dan dipilih’

2. Anggota simpatisam dan donetir hak bersuara tetapi tidak berhak
menerioa suara (hok mcemilib tidak berhek dipilih?

-Qaiibam anggota. Fagal- 111,

Ayat. 1. Semus anggota PDSM setiap membeli dan menjusl sepeda motor horus
melalui orguniasasi FDSM.
2. Pembelian dan penjualan getelah harganya jadi penyelesaionnyes
serahkan kepade Sekretaris PDSM atau walkiloys.
3. Bilamana ada penjual aepeds motor dari luar ysng nampsknya 3
mergukan,maka Sekretaris hendaknya menolak pembeliaon 1tu,
4. Pembelian darl luar harus ada syarat—-syarat yang lenglkep sept
a.Puku FPemilik Xendara'an Bermotor ( B'KB ).
i b. Surst Tanda Nomer Kendsra'an Bermator ( STNKB )
' c.Penjusl harus dapat menunjukkan indentitas seperi KTP stau SIXM.
: 5. Bllumana anggota membeli dan menjual pepeda motor melalul orpg iso.
i muka ppabila terdapat kesulitan dan.lain gebagainya,maka org
: sagileh yang memyelesalkesnnya kesulitan tersebut dengan mende, Lt -
ganti rugl dari organisasi sebcsar 50%'dari harga penmbelian sepeda
motor tersebut,
Apablla aggota membeli dan mengual nﬁpeda notor taopa melzlul orga
nisagi hilumana nda kesulltan dan lain: sebagainys maka orgnnisaJi
lepeas darid pertnnggungen Jawab kesulitan Lerscbut,

nerima'en dan pemberhentian anggota. Pogal- 1V,

Ayat. 1. Pcermohonan menjodi snggota harus secara tertulis atsu mengisi for-
: mulir yang telah disediakan oleh organisesi dan di sertai tiga pag
foto ukuran 3x3 sebanyak 2 lember.
2. Anggota diberhentikan karena :
a.Ates permintatan sendiri.
b.Tidak mematuhl peraturan peraturan orgunisaal.
c.Adat istiudatnya tidel baik.
3. Anggota bila diberhentikan bila masuk lagi menjadi anggota diangga;
anggonta barwu,maka harus wmelalui masa percoba'an selema 3 bulan -

bilamana dalam masa percoba'an depat mcmutuhi peraturan organisani
maeka dapuat dianggap anggota syal..

usngan. Tagal- V,

hyat. 1. Anggota yang baru masuk menjudl 1 nggota,harus
yang ditentukan dalam peraturdn ! usus. -

2. Setlap enggote diharuslkanr membayir uang ﬂuran tiap bulun sebanyok
vang ditentukun oleh peraturan hisus, )
3. Scmua anggota yang membeli dan mcnjual sepeda motor dihsruskan me

aglal uung kus orgnnisasi yung telsh di . tentuknn oleh peraturan
husus mogalul. jual dan beli.

membayar uang pangka
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[ARGAN DIDADAT DAWI Panal-V1.

Uning panglzaal dan furan.

Femungutnn kna bagl anggotn diwaklu membell dan menjunl
aepeda motor, : -

%, Usoha 1nain yanh aynh dan sumbangan dari anggota bila dianggaog
p el i, '

PEMBUBARAI. Prnaal=V11l.

Ayut. 1. Orgnnisaai ini tidek dapot bubar kecuall keputusan reps
yoang di hadiri lebih seporo dardl jumlsh anggota.

NI

Pilamana organisasi ini ULubar makn kexayo'esn orgenisaosi
rakan dnlam rapat anggota lengkap.

GO ol
:.‘ 7 ? ’ ‘L.\". .’L\
i‘\ N
W / ' y
i e o =

oAy ."?*f;'
Dikcﬁﬂﬂfﬁﬂﬁrd““ di tetopkar 4y jeomber-

" e 0 o *

pndn_tanggal , 5 September 1975,
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PEDGHAN ICIRIA PEIGURUS PLEND !

nertanggung Jawalb pada Orpdnisasi koluar /kodalam.
Membubuj, tanda ta ngen durat menyurat kolunr/kadalnm
Menoliti kepiatan Organisesi di scmua bagian,

Memberikan bLimbingan. pada ‘anggota sorta Lerliak mefigamn

bill tindakan serara Organlsatoris pada anggota yang m-

langpar ketentuan dalam A-D dan' A-it-T barsama dengan-

baglan koamanan/pehgaral a ‘naetsla's mendapatl persetuju-

an darl Ketua umum

Bertanggung Jawab ladcarnya’ keuwangan Organisasi;

1. uwang 1lyuran.

2, uwang kifayahe g

3. Pambolieon/penjualan sobagaimana yanig tercantunda—
lam A.R.T. pasal III Yal kewajibnn onprpota.

Bortangpung Jawab darl hal administrasi dalam junl -
beli sepeda motor, :

Bartangpung Jawab lancarnyz Organisasil serta meneliti
koluar-masuknya sepdéda motcr, :
Menertipkan. daftar engpobte PDSHM.,

Momﬁuatfmanumda.tangani suvrat-2 keluvar/lkedalom Liarga-
ma Ketua umum, :
Mensnlitl / mengontrol adminlatrasi,

lartangopung Jowab adminiabraal Al bidarng lrewsanpgan,
Menolitl'iowitansl pembslion dan penjuslan,

Moncatnt laporan da:i lunr/dnlam diljadilkan dnlawien
tagl organicasl gehlngpa menjadi berita fcara or:ani
Ansle '

fembuatZmenoliti daftar aez da buka sumbangen keue jah-
teraan sosial( menolitl keuvwunpnya ).

Mzleksanalkan administrasl jual«beli geopeda nmoboy,
Menyampailan surat orgenisasi pada anggobs/ instansdi)
dan orpganlsasl, -

Morertiplkan daftar angpote PDEM,

Menyimpan arsip-2 aurat darli luar/dalam,

dertanggung/meny impan/wengemanlcan uwang Yrpanisasi --
gecarh administra si,( lweuwangan jual beli sepeda mo-
tor ) .

dortangrung Jawab serta menyimpen keuwanpgan yanpg di -
dapat darl ;

o, uwang ilyuran.

b, uwang keuntungan usai:a organisasi.

cwe uwang kifayah,

d, Dan lain sebagainya.

Mzngasi serta maneliti administrasinya ksuwwongan sox
ta membhbul tanda tanfan yang suda’:s diteliti.
Méncoking uwang yang ada diluar socara administrasi
borsama -bagian keuwanpgan bergama Ketua 1,

Membarikan santapan roiani,

Mengarahkan apgar anggota menjadi orang yang Toqwa dan

dan mempunyal «eyaliinan.

Menertipken sorta momboriksn pensaralia » pada angpo-
ta serta mengembil tindaltun bersama Ketua T.
Mengerabken arpgota pada kepentingan orpanisasi /
ari-2 besar liasional..

Melebar luask:n usaha organisasi serta berinisiatifl
agar organisail mempunyal uvaseha yang permenen.

Rilamana ada anggobta yarnpg menormal kesusabimn aseperti;
n- kifnynh, o R .

Bo i mEAKITAN
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PERGATURN IDAGANNG SERERAHHOTOR ber
(P. D. S. M.)
JEMBER

Alamat Kantor Sementaras : Jalan Imam Syafi'l Muka Gedung Bioskop JAYA lember

SURAT PERNYATAAN / PERJANJIAN

Yang bertanda tangan dibawah Ini :

by e eyt e DETYGPAY Cinggal. di desa

S S e Ra Ts ccpipcncess: KECEMREAN ccmmuismmmiismssimmitn LA N R ————

dalam hal ini bertindak sebagal penjual sepeda motor untuk selanjutnya dalam pernyataan /perjanjlan Inl disebut.
pihak ke 1. :

I N S T S e T anggota PDSM Jember MNo. Stb. ... dalam hal inl bertindak

sebagal pembell sepeda motor untuk selanjutnya dalam pernyataan [ perjanjian inl disebut plhak ke [

PASAL |

Plhak ke | mengakui dengan scbenarnya bahwa pada tanggal telah menjual satu

sepeda MOtor MErk .cimrmsssermsnenss. GG s, WAFRA . tahun

nomor rang.ka e NOMOF mesin. .. numor Polisl

nomor BPKB . enomor A TR cucc e,

dengan larga Rp. ... IS, .. SR

kepada plhak ke I|I. 2
PASAL N

Pihak ke | mengakui dengan sebenarnya bahwa sepeda motor yang tersebut dalam pasal | benar-benar milik saya
sendirl, bukan milik orang lain dan |uga bukan hasil penlpuan dan pencurian dan lain sebagalnya.

PASAL I

Pihak ke | berjanjl dengan sebenarnya apabila barang tersebut dalam pasal I ada yang mengaku kerena caya
dapat dari hasll penipuan dan pencurlan serta penggelapan, maka berdasarkan pengakuan saya yang terschuys
dalam pasal Il maka saya sanggup mengemballk:an uang yang sudah sayz terima yang tersebut dalam pasal |
secara kontan pada plhak ke I1. dar saya bersedla dlhadapkan pada pihak yang beowajib untuk dimintal pertanggung-

an jawab atas pernyataan saya inl.

PASAL IV

Plhak ke | berjanjl dengan sebenarnya bahwa apabila saya tidak dipat menepati/melanggar pernyataan /[ perjanjian
saya yang tersebut dalam pasal Il diatas maka saya bersedla diambil tindakan hukum yang berlaku.

Demiklan pemyataan,’pnr]an]ian yang saya buat dengan sebenarnva, dan waktu pernyataan [ perjanjian ini saya
baca dan saya tanda tangani saya ‘dzlam keadaan sehat dan sadar serta cdak ada paksaan dari plhak manapun.

Saya plhak ke 11 LT T < e, O .
Saya plhak ke |

( yang menjual )

( yang membell )

Mengetahul [ menyaksikan
Persatuan Dagang Sepeda Motor di lember

Sekretaris |
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